
  

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 
NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING 

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, 

DAN UNIT USAHA SYARIAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  : a.  bahwa untuk terus mendorong fungsi intermediasi 

perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, diperlukan penguatan stimulus kebijakan 
makroprudensial yang berbasis likuiditas melalui 

implementasi kebijakan insentif likuiditas 

makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank 

umum syariah, dan unit usaha syariah; 
b. bahwa besaran kebijakan insentif likuiditas 

makroprudensial yang diterima bank akan memengaruhi 

besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban giro 
wajib minimum dalam rupiah yang diberikan remunerasi 

atau insentif giro wajib minimum berupa pemberian 

(’athaya); 
c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 

24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta 
Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum 

Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 

2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam 

Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, 

Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu 
dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 

24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta 



  

Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum 

Syariah, dan Unit Usaha Syariah; 
 

Mengingat  :1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang 

Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi 

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit 
Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam 
Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, 

Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6771); 

   2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 
24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam 

Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, 
Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur Nomor 2 tahun 2023 tanggal 24 Maret 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan 
Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta 

Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum 

Syariah, dan Unit Usaha Syariah;  
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN 

GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN 

PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM 
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM 

KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA 

SYARIAH. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam 

Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank 

Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 

Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam 
Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank 

Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 

25 sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat 

BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang mengenai perbankan, 

termasuk kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri. 
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS 

adalah bank umum yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 

perbankan syariah. 

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS 
adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 

4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta 

Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari 
otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

usaha dalam valuta asing. 

5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam 
Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh 

persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 
6. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK 

BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan 

bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 
7. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya 

disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan 

UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam 

rupiah dan/atau valuta asing. 
8. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia 

mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 
9. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut 

Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam 

mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai 

rekening giro di Bank Indonesia. 

10. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya 
disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro 

dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai 

rekening giro di Bank Indonesia. 
11. Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya 

disebut BI-FAST adalah Bank Indonesia-Fast Payment 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan 

Bank Indonesia-Fast Payment. 
12. Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement 

yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah 
Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan 

Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, 
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penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana 

seketika. 
13. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL 

adalah peserta langsung sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast 
Payment. 

14. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat 

PTL adalah peserta tidak langsung sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-

Fast Payment. 
15. Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS 

dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST 

untuk melakukan setelmen dana. 
16. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya 

disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan 

Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank 
Indonesia-Fast Payment.  

17. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang 

selanjutnya disebut Sub-RSD adalah subrekening 
setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast 
Payment. 

18. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM 

adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara 

oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase 

tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS. 

19. Indonesia Overnight Index Average yang selanjutnya 

disebut IndONIA adalah Indonesia Overnight Index 
Average sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Peraturan Bank Indonesia mengenai overnight index 
average dan jakarta interbank offered rate. 

20. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah 

yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang 

antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia 
mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip 

syariah. 

21. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang 
selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi 

mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai 
pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. 

22. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata 

tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam 

rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana. 
23. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya 

disingkat LBUT adalah laporan bank umum 

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank 

umum terintegrasi.  
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24. Hari adalah hari pada saat Bank Indonesia 

menyelenggarakan Sistem BI-RTGS. 
25. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang 

selanjutnya disebut KLM adalah kebijakan insentif 

likuiditas makroprudensial sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan 
insentif likuiditas makroprudensial. 

 

2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (1a) Pasal 7 diubah, 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 
(1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban 

GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
ditetapkan: 

a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan 

b. secara rata-rata paling sedikit sebesar 5% (lima 

persen) dan paling banyak sebesar 7% (tujuh 
persen). 

(1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban 

GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ditentukan setelah memperhitungkan besaran KLM 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai KLM. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar: 
a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian 

tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah 

secara harian; dan 

b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap 
bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam 

rupiah secara rata-rata. 

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban 

GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1). 
(4) Contoh perhitungan remunerasi terhadap bagian 

tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam 

rupiah bagi BUK tercantum dalam Lampiran I. 
 

3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (1a) Pasal 23 diubah, 

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

(1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban 

GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM 
berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip 

syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1) ditetapkan: 
a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan 

b. secara rata-rata paling sedikit sebesar 3,5% (tiga 

koma lima persen) dan paling banyak sebesar 
5,5% (lima koma lima persen). 

(1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban 
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GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM 

berupa pemberian (‘athaya) berdasarkan prinsip 

syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditentukan setelah memperhitungkan besaran KLM 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai KLM. 
(2) Insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana 
dengan ketentuan persentase tingkat pemberian 

(‘athaya) dengan ketentuan: 

a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian 

tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah 
secara harian; dan 

b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap 

bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam 
rupiah secara rata-rata. 

(3) Insentif GWM berupa pemberian (‘athaya) 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS 

yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

(4) Contoh perhitungan insentif GWM berupa pemberian 
(‘athaya) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian 

tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam 

rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI. 

 

4. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, 
Lampiran VIII, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, 
Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada 

tanggal 1 Oktober 2023. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 September 2023         

 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 
 

             TTD 

 
   AIDA S. BUDIMAN 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 

NOMOR 12 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING 
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,  

DAN UNIT USAHA SYARIAH 

 
I. UMUM 

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga 

momentum pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan 
tersebut, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan di tengah tantangan global maupun domestik, diperlukan 

kebijakan dari otoritas terkait untuk meningkatkan fungsi intermediasi 
perbankan sehingga kredit atau pembiayaan dapat tumbuh secara optimal 
sesuai dengan kapasitas perekonomian.  

Bank Indonesia selaku otoritas yang menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan makroprudensial, terus melakukan upaya guna mendorong 

penyaluran kredit atau pembiayaan dari sisi penawaran perbankan dalam 
rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk 

itu, perlu dilakukan penguatan stimulus kebijakan makroprudensial yang 

berbasis likuiditas, salah satunya melalui implementasi KLM yang 
diberikan kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan kepada sektor 

tertentu, inklusif, usaha ultra mikro, berwawasan lingkungan, dan/atau 
pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. 

KLM tersebut ditempuh melalui peningkatan besaran total insentif 

yang diberikan kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan kepada 
sektor tertentu, inklusif, usaha ultra mikro, dan berwawasan lingkungan. 

Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui pengurangan giro bank 

di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM rata-rata. Peningkatan 

besaran total KLM yang diterima bank tersebut memengaruhi besaran 
bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang 

diberikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (’athaya) pada 
bank. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta 

Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit 
Usaha Syariah.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Angka 1 

 Pasal 1 

  Cukup jelas. 
 

Angka 2   

  Pasal 7 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (1a) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif 

tahunan (effective annual rate) yang ditentukan 
berdasarkan periode compounding harian selama 360 

(tiga ratus enam puluh) hari. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 

Angka 3  

Pasal 23 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

 Tingkat pemberian (‘athaya) dilakukan sebagaimana 

tata cara perhitungan remunerasi BUK. 
Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal II 

Cukup jelas.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


